ORGANISASI DAN TATA KE;R.IA KECAMATAN DAN

: KELURAHAN KABUPATEN GOWA

* BUPATI GOWA

i bahwa untuk memndaklanjutl ketentuan
' §ebagaimang dimaksud pada Peraturan
Pemerintali “Nomor 41 Tahun 2007

. tentang Orgamsas1 Pcrangkat Daerah

1et

R i

pada Pasal ,
bah\ya K ain’étan merupakan Wilayah

2.l

Kabupau:n dan Daerah Kota, pada pasal
"(1) disebutkan bahwa
"empakan ‘Wilayah Kerja

Lui:ah sebageu Perangkat Daerah

Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan;
1

reri




fz}§arkan Pasal 2 Peraturan
al ;_.j.:'_Nomor 41 Tahun 2007
L BIII

-d_mbentukan Organisasi

Perangkat-;, Daerdh ditetapk
Peraturan Daerah; plen dengan

« sreey » o Co . bahwa, untuk maksud . t
resty o oo ersgbut  pada
T huruf a“dan b d1atas fnaka’ Penaiaan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan .Kelurahan sebagai Perangkat

_Daerah perlu dlatur d
Daerah fangan Peraiuran

Mengi';_l_g}ag_.éw: i Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Perbentukan ‘Dieiah:Daerah

.,  Tingkat, I .di, Sulawesi (Lembaran
_— Negara Repu!bhk Indonesia Tahun 1959
- Nomor: 74 s Tambahan :-+Lémbaran

N
s 1§2gza;a Repubhk Indonesia Nomor

Undang~Undang Nomor 10 Tahun 2004
P e e tentang * "Pembentukan  Peraturan
R _,Peruudangmndangan (Lembatan
. ?.Negara Repu"bhk Indonesia Tahun 2004

.lNomor '53," Tambahan Lembaran

Repubhk Indonesia

S

i :',zgzj\e}};':%’

Undang; Undang Nomor 32 Tahun 2004
s Aentang - Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatiun $2004:. Nomor 125, Tambahan
.. Lembaran Negara Republik Indonesia

: - ‘Nomor, 4437) sebagaimana telah dinbal

Lterakhu . dengan Undang-Undang

:‘.:’:,Nomor 12 Tahun 2008 tentang

;__:i_",‘_Perubahan Kedua atas Undang-Undang
" 'Nomor, 32, Tahun 2004  tentang

Pemenntahan Daerah  (Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008
vioNemdE  59; Tambahan Lembaran

L Negara chubhk Indonesia Nomor
b 4844)9 :.7,::'::\;',-,2

5 : Pefaturan- Pemermtah MNomor 79 Tahun

212005 ‘teatang Pedoman Pembinaan dan
.. .. Pengawasan.. - . Penyelenggaraan
Pemermtahan Daerah  (Lembaran
. :Negara, Republlk Indonesia Tahun 2005

“"Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Repu‘bhk ‘Indonesia Nomor
i 4593);

Pexaturan Pemenntah Nomor 38 Tahun
_ 2007 tentang Pembagian  Urusan
't Pemerintafialy - antara Pemerintah,
?emennta’nan “Daerah Provinsi dan
pétnegntalian Daerah Kabupaten/Kota

3



+ ((bembaran. Negara Republik Indonesia
- Tahun 2007--Nomor 82, Tambahan
+-Lembaran’: Negara Republik Indonesia

s Nontor 4737);
' 6 Peraturan Pememntah Nomor 41 Tahun

"“_2007 tentang Organisasi Perangkat
_7'Daérah (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

T Taidbakia Lémbaran Negara Republik

o Tndonema N()mor 4741);

7 ‘Peraturan Menten Dalam  Negeri

~-..- Nombor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
~+dan:Bentuk Produk Hukum Daerah;

8. Keputusan' Menteri Dalam Negeri

. :Nomor 158 -, Tahun 2004 tentang

s Pedoman Orgamsas; Kecamatan;

9. Kepumsan Menten Dalam Negeri

0 NOMOr™ 159" Tahun 2004 tentang

e PG Otgisas Kelurabar

-}Penaturan :Menteri Dalam  Negeri

Nomor 57 ;Tahun 2007 tentang
__ Petunjuk Tekms Penataan Organisasi
"",""""'Perangkat Baerah

| i 11 .Peratur,an Daera_h Kabupaten Gowa

e Nomo; 3. Tahun 2008 tentang Urasan

ey Pemermtahan yang menjadi

4

Kewenangan Pemermtah Kabupaten
Gowa R

o Dengan Persctujuan Bersama '

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
KABUPATEN GOWA, "

| 5 -' P "'BU?ATI GOWA' N
_ MEMUTUSKAN

o “ﬁAlng
Menctepien "f{%}%ﬁgiﬁN ‘GOWA | TENTANG
"ORGANISASI DAN TATA KEII{{iN
| KECAMATAN DAN “KELURA

PEMERINTAH KABUPATEN GOW

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Yang dnnaksud dengan

P

Peraturan Daerahi ini "
]i')a.l ‘a-%ae?;h ‘otonom, selanjutnya’ disebut. ..daerali;: adal

kesatuan masyardkat hukum yang mempuryai l;alt;as;g?::rsl
wilayah, yang | berwenang mengatur- -dan 1;:1;{3;1 Setempaf

" hemenintdhan dan:. kepentingan . _masyal setempet
fnenurut prakarsa’ sendiri berdasarkan aspn(‘ia& Hia Y8
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indones



- Kabupatén Gowa

- iPemerintahan. Dagrah;-adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintdh Daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otononu‘:“séluas:-luasnya‘da]am"sistem dan prinsip
Megara, Kesatuan , Republik, Indonesia. sebagaimana

soeaaksiud dalaim,Undang:Jndag Dissr Negara Republik
Indonesia Tahun 1645~~~ ° % .
Pemerintah Daerdh adalafi’ Bupati Gowa beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur:penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Gowa._

Kepala Daerah Kabup%lten adﬁlahBupatl Gowa.

- Devn Porvdin kel Dubiah yang stauya

. bt DIRD o Lo P Ryt o

-+ 1 sebagai,” wmsur', pedyelenggara . Pemerintahan  Daerah

Organisasi Pemerintah adalah .Organisasi Pemerintah
dalam  lingkup Pemerintah  Kabupaten Gowa yang
merupakan. Perangkat Daerah - Pemerintah Kabupaten
Gowa. - .

ccoamatm adaleh Wiksysh Kerje Camat,
- -.Camat-., adalak- “Camat :_sﬁébagéi Perangkat . . Daerah

-+ -Kabupaten Gowa. Do g

.. Kelurshia adalah Wilajih Kerja Lutah sebagaf Perangka

- Db Kabupiten dea Wiliyah Kecamatan, sang

* diptipi ol Lray

......

Kelurahan. mamoris T onninad
1l. Sub. Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan.
12, Scksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan.

{3, Lingkungan adal_ahlL'ingkungf_i_.g padaKelumhan :‘-
1. Kelompok Jabatain Fungsional adalak Kelomipok Jabadd

" Tifgsional s Kecafiatar dei Kefiahic = *

BAB II
PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN -
N I Pasa:ffz i
T T BTt :.:,-.-;‘.-:;"."'-,t'—_ : uk Organ13331 Q.gm_;'f‘ata
Peraturan Daerah ini dlbent -- ]
® E‘Zi}iaéwmaan.zc@m@hap;mgkgpééabymgb@gjn
(2) Kecamatan sebagai Organisasi Peranekat Decral Kabupaten
® o dipimpinolch. Camat Jang. herada, Gibawah (o
bertanggung. jawab ..kepada . Bupati mel reaet
Daerah ' | . —IZ nahflélabu aten
: Perangkat: Dacrah Kabup
(3) Kelurahan sebagai: Orgaisasi Perangk pinolgh Lurah yang

; g di
Wilayah Kecamatan yang P i
g:i;?a dlbgWﬂh .dan, berfanggung jawqh langsung kepada

A

BUPaﬁ melal;li Camat’i bt Hept SR



. . BABIN |
o o KIECAMATAN .

T ‘Bagia]_l-Pel‘tama S :
: ,.--Tllgas"f[’ﬁkoléﬂan:fu:n;gs-i:. b
T oae st Pasal; 3{::-:. . ‘:._j,l :.;::j.;:-:'- .v'_l.-...
Camat mempuhyal “tugas el 8ksanakan e

d
undangan yang berlaku acrah berdasarkan Perundang_

Pasal 4

I ' : K : - i Y
( )gzmﬂ:; fﬁ?agalma?a dimaksud pada pasal 3 Peraturan
_ menyelen ar&k
| VanlgvI fungsmya mehpugng : an h_lgas mum Pemcnntahan
- 4 ‘Mengkootdinasikan keglatan
g pemberdayaan ma
) b_-: ) iffengkoordmasxkan paya penyde:;yarakat
_ 7 Ketentraman dan ketemban urnum R ggaraan

e Mengkoordinasikitl pén
Pemndangnundanoanp efapan dan” penegak Peraturan

d .4 ';;:Mengkoord1na31kan
pelayaiian -

ERA Mengkoordlnamkan
'‘Pényelen o
pemerintahan di tingkat I<Zecan~iata;1OD gaf o %Eg:latan

gfaﬁxehharam prasarana dan fasﬂitas

. .f . Membina <.

penyeienggaraan ‘-I~?esmerintahan
15Desa]Kclurahan, : .
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadx
ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan Pemerintahan'Desa/Kelurahan;
h. Melaksanakan tugds Addiniydhg diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan, fungsinya.
(2).Pelimpahan sebagzan kewenangém Bupau sebagaimana
dimaksud pada’ pasal Ej Peraturan Daerah ini, ditetapkan

dengan Peraturan Bupat1 Peen

Bagxan Kedua _ S
Susunan dan Struktur Organ:sasn e

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan tugas ‘dan fungsmya 'sustinan ! dan
struktur Kecamatan terdiri dan
a. Camat;
b Sekretariat: - R
] Sub Baglan Umum dan’ Kepegawalan
2. Sub Bagian Pcrencanaan dan Pelaporan .
3 Qb Bagtan”Keuangan e
. SeksiPeriérintahan; / S .
Seksi Ketentieriian dah Ketemban Um'um
- SeksiPerekoriomian; ° ot s
Seksi Kesejahtéraan Sosial; -
SQeksi Pembangunan; 7 AR
Kelompok Jabatan Fungsmnal

i

oga O om -



(2) Bagan . Struktur .. +Orpanisasi. .Kecamatan-- ‘sebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagtan yang tidak
terplsahkan dengan Peraturan Daerah ml i

BAB IV
KELURAHAN

. Baglan Pertama
Tugas Pokok dan Fungs:

PasaIG T

Lurah mempunyai  tugas me!aksanakan kewcnangan
pemerintahan yang dzhmpahkan oleh Camat sesug
Karakteristik - ‘Wilayal' ~=dag “Kebuatuhai “Dacrah  serta
melaksanakan iugas  pemerintahan lainnya  berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang~undangan Yang berlaku L

Pdsal 7

(1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dunaksud

pada pasal .6 Pera:turan Daerah inj,. Lurah mampunyax
fungsi: :

a. Pelaksanaan koordmasx terhadap segala kcglatan _yang
dilakukan oleh perangkat . Kelurahan sdalam- rangka
penyelenggaraan admmlstram pemenntahan :

b. Pelaksanaan pembinaan terhadap . kegtatan dl bldang
kesatuan bangsa dan perlindungan, masyarakat;. . .

¢. Pelaksanaan pembinaan terhadap penye]enggaraan
kesejahteraanrakyat S L

10

e (O

—~

|. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan
embangunan kelurahan; . -
¢ il)’cl.stkszmaan _pembinaan’ . terhadap penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat; o
f ?’elaksanaan pembiriaan admmlstrasx dan pembma};ari
| pelayanan teknis admlmstrasz kepada seluruh ‘perangka
kelurahan; AT ,
p.  Melaksanakan evaluaSL dan pelaporan penyelenggaraan;
h‘ Pengolahan administrasi unjum dan ketatalaksanaan;
i l Pelaksanaan tugas lain yang dxbenkan oleh Camat sesum
:dengan tugas-dan fongsinya -
(2). I”*‘ehmpfhan sebagian kewenangan: Bupati Sebagalm;na
dinaksud- pada pasal 6 Peraturan Daerah m;, d1tetap an
dcngan Peraturan Bupatl R

Baglan Kedua AL
* Susuran dai Struktur Orgamsam
Pasal 8
(1) Untuk melaksanakan fuigas- dan fungsmya, susunan <an

""" Lurah

b S¢lcretar1at Lurah

I Sek51 Pemermtahan*

3. Séksi Pembangunan;

3. Seksi Perekonomian dan ‘KESI‘-I‘:I;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

11



DRIET ,,'- [REF LRy

c. Kelompok Jabatan Fungs;onai s
143 Bagan' struktur organisasi Keiurahan sebagaunana tercantum

dalam lampiran dan merupakan: : baglan yang tldak
terplsahkan dengan Peraturan Daclah lm

bk

BAB V :
TATA K_ERJ A

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap organ1sas1 wapb
menempkan prinisip-koordinasi, 1ntegras1 .dan singkronjsasi
:-baik dalam lmgkungan ‘masing-masing maupun antar satuan
organisasi sesuai dengan bidang tugas masing- masing; :

™m Setxap p1mp1nan unit organisasi bertanggung Jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan - masing-
masing dengan. memberikan; bimbingan. serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya

. Pasal: 10 -7:..;.’::.,.1:.-,. PR RN ‘_'.‘,3“. ‘

Penjabaran lebih lanjut tugas ‘dan ﬁmg& Camat Sekretans
Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi dan. Sub bagian di
Kecamatan dan Kelurahan akan d1atur tersendm dalam ‘suatu

uraian tugas atau rincian tugas dan fung51 yang dlatur dengan
Peraturan Bupati.

12

FENG B‘AB VI ild ':’3" [ “.‘_'.':'.'5
KETEN', 'AN'PERALIII&N -
i i PasAEL e g

Pcmangku }abatan pada ! KediTnatan -dam’ Kelurahan tetap
memangku_jabatannya sampai dengan berlakunya pelannkan
terhadap pejabat baru beidasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
“KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

' aka Peraturan

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini m
Daefah Nomor- 5~ Tahun'” 2001 vyang mengatur tentang
Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupates . Gowa' dxcabut dan
dinyatakan tidak berlaku. LRI
Pasal 13 woplR Iy ‘“‘f v wa
Hal-ha! lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ind,
sepanjang mengenai pelaksanaannya -akan dlatur ker_li‘,_ldl_ﬁn
dengan Peraturan Bupati. R

g e . Ty Aeed
crenfinsne o is 2E 0

13




Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaket ; S

acran Ini mularterlalpada tanggal diundangkan. f o i - PENIJEL 4 : -
Agar setiap "ordrig dapal ‘mengetahuinya, memerintabkan (o oe PENIELASANATES < -
gengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ' b PERATURANDAERAH KABUPATEN GOWA
dalgm Lembaran Dacrah Kabupaten Gowa. .. . | vl 2 NOMOR 9 TAHUN 2008 -

. Ditefapkan di Sungguminasa
pada tanggal 28 Juli 2608 L e TENIANG

P 'ORGANISASI DANTATA KERIA KECAMATAN DAN
RELURABAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
I.. - UMUM

.+ ! Kecamatan ‘- meérupakan . Perangkat . Daerah

i

Diundangkan di SungaSeossiive. o
padatanggal 28 Juis 20087

YASINLIMPO. ..

SR Kabupaten/Kota-yang mémpunyai-wilayah kerja tertentu
.dan dipimpin: ‘oleh -Camat.. befkedudgka'ﬂ.- ‘sebagai "™
‘koordinator. ‘penyelenggaraan .- .pexﬂerintéh’ -di ~wilayah
‘ Igetjanya"'yang‘.srriempunyai tugas * melaksanakan
.- kewenangan - pemerintahan. . yang ~ dilimpahkan oleh
- ‘Bupati: untuk ‘menangani sebagian urusan- io‘a:ononﬁi

v+ daerah.

i4

5




Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah
sebagai perangkat daerah . Kabupaten dalam wilayah
- kecamatan yang:dipimpin oleh lurah dan berkedudukan
dibawah dati bertanggung: jawab kepada Bupati melalui
Camat. |

Sehubungan hal ’téréebut maka sesuai dengan

- :Peraturan Pemeﬂntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

_, lOrgamsam Perangkat Dae;ah pada pasal 17 maka perlu
Penataan Orga.msam dan Tata Kerja Kecamatan sebagal
salah satu perangkat daerah dalam menangani urusan
- pemerintahan  yang dilimpahkan oleh" Bupati sesuai
dengan-karakteﬁstik-.wilayah dan kebutuhan daerah serta

. melaksanakan- fugas pemerintaban lainnya berdasarkan

‘ketentuan Peraturan Perundang-undangan ‘yang berlaku,
begitu:pula pada pasal-18 Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentarig Organisasi Perangkat Daerah
disebut bahwa: penataan-- organisasi ; dan, tata kerja
kelurahan dalam  melaksanakan

pemenntahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai

" kewenangan

16

dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta
melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 14 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 9

5
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STRUKTUR ORGANISAS]

KECAMATAN
CAMAT
Kelompok Jabatan Sekretariat
Fungslonal
[ 1
%ub Ba%ian Sub Bagian Sub Bagian
K faum can ‘ Perencanaan dan Keuangan
epegawaian Pelaporan
Seksi Seksi Ketentraman dan Sekst Seksi Seksi

Pemerintahan Ketertiban Umum Perekonomian Kesejahleraan Sosial Pembangunan




paten Gowa

i} snsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

STRUKTUR ORGANISASI

KELURAHAN
LURAH
Kélaﬁipfpk Jabatan Sekretariat
Fungsional
Seksi Seksi Perib Seksi Perekonomian dan
Pemerintahan CKS1 Fembangunan - Kesejahteraan Rakyat
‘. s

s |

Seksi Ketentraman dan
Ketertiban

MPO



